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Abstract 

 
This research examines the legal dynamics and constitutional implications of age requirements for 

vice-presidential candidates in Indonesia. The study focuses on two main legal aspects: the original 

legal reasoning (ratio legis) of the age limit and the shift in judicial interpretation following the 
Constitutional Court's landmark ruling. The findings indicate that while the original age limit aimed 

to ensure leadership stability, the Constitutional Court's decision has shifted the paradigm toward 
acknowledging the political experience of the younger generation. However, this shift has raised 

critical concerns regarding legal certainty and the boundaries of judicial authority. 
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I. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi sebagai prinsip kehidupan bernegara. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya pemilihan umum (Selanjutnya disebut pemilu) sebagai tata cara warga 

negara untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan pejabat tinggi pemerintahan, baik di tingkat 

legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Menurut Harris G Warren, pemilu adalah kesempatan bagi 

warga negara untuk memilih pemimpin pemerintah dan menetapkan tindakan yang mereka inginkan 

untuk pemerintah lakukan. Sedangkan menurut A. Sudiharto pemilu adalah sarana penting demokrasi 

dan merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam bernegara (Subakti, 1992).  Dalam negara 

demokrasi konstitusional, partisipasi politik melalui pemilu juga menjadi bagian dari implementasi 

hak-hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip negara hukum (Firdaus et al., 

2024). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara untuk 

menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan. 

Pelaksanaan pemilu dan penyelenggara pemilu di Indonesia telah tercantum pada Pasal 6A ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 

Tahun 1945) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat” dan dilanjutkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dalam catatan sejarah 

Indonesia telah mengalami 13 kali tahapan pemilu, antara lain pemilu pada tahun 1955 yang 

merupakan pemilu pertama di Indonesia selama Orde Lama, di bawah  

kepemimpinan Presiden Soekarno. Pemilu ini berlangsung secara demokratis serta relatif bebas 

dari kekerasan politik (Feith, 1962).  Sejak tahun 1971 merupakan awal pemilu Orde Baru yang 

berkelanjutan ke tahun berikutnya meliputi tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga tahun terakhir 1997. 

Pemilihan umum yang terjadi selama periode orde baru dianggap tidak dapat dijadikan ukuran pemilu 

yang demokratis, Menurut Liddle (1992) menyatakan bahwa: 

Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur yang tidak sempurna kehendak politik rakyat. 

Pemilihan-pemilihan itu mencerminkan proses elektoral yang dikelola serta dikontrol 

sangat ketat hasil rancangan pemerintah yang kekuasaannya terutama berasal dari 

dukungan Angkatan Bersenjata untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyatnya 

dan dunia luar, sementara pada saat kebersamaan menghindari sejauh mungkin 

pertarungan nyata di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing. 

Pemilu tahun 1998 diubah menjadi pemilu tahun 1999, karena pada tahun 1998 adalah pemilu 

yang membuat Soeharto kembali sebagai presiden untuk periode berikutnya. Kemudian sejak 

reformasi 1998, Indonesia telah mengadakan beberapa kali pemilu nasional, yaitu pada tahun 1999, 

2004, 2009, 2014, 2019, dan yang terakhir terjadi pada 14 Februari 2024. Pada tahun 2023, menjelang 

Pemilu 2024, terjadi perdebatan politik dan hukum nasional tentang pengajuan Wali Kota Surakarta, 

Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra dari mantan Presiden Joko Widodo Periode 

2014-2024, sebagai Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sebagaimana 

diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” Gibran belum memenuhi syarat. Namun 

setelah itu pihak dari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan, putusan yang dimaksud 

dalam pembahasan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah 

menjelaskan tentang tindakan memungkinkan terkait kepala daerah yang belum berusia 40 tahun, 

dengan pengalaman sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah, untuk tetap mencalonkan diri 

sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Putusan tersebut menimbulkan polemik karena 

dipandang menggeser makna kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sebelumnya menjadi 

kewenangan pembentuk undang-undang (Anatasya et al., 2023). 

Menurut Situmeang et al. (2024), inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat 

minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya perubahan penafsiran terhadap 

konsep open legal policy yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, putusan 

tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai 

negative legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Zaman et al., 2024). 

Penetapan batas usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya 

didasarkan pada pertimbangan kematangan moral, emosional, dan intelektual seseorang dalam 

menjalankan tanggung jawab kenegaraan. Pembatasan usia dimaksudkan untuk memastikan bahwa 
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pemimpin nasional memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan 

pemerintahan (Leuanan & Susanto, 2026). Akan tetapi, perkembangan politik kontemporer 

menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan tidak selalu ditentukan oleh usia biologis semata, 

melainkan juga dipengaruhi oleh pengalaman politik dan kemampuan individu dalam mengelola 

pemerintahan (Samudro & Enggarani, 2025). 

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan implikasi 

konstitusional yang cukup luas. Putusan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pelaksanaan 

pemilu, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap independensi lembaga peradilan dan 

kualitas demokrasi di Indonesia. Beberapa kajian menunjukkan bahwa putusan tersebut berpotensi 

mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan perdebatan mengenai prinsip checks and balances 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Umam, 2025; Gusman & Oliveira, 2023). 

 

II. METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan hukum sebagai dasar untuk sistem standar. Sistem 

norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, dan 
doktrin. Menurut Marzuki (2016), menjelaskan pengertian hukum normatif yaitu “Suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum serta suatu hal yang berpegang kepada prinsip-prinsip hukum sebagai 

pedoman tingkah laku. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori 

atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi melalui suatu penelitian 

hukum”. Metode penelitian ini dilakukan guna menemukan dan memahami pertimbangan hukum 

terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Pasal 169 

huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian penelitian 

ini diharapkan mampu berkontribusi bagi sistem demokrasi dan implementasi negara terhadap 

pemilihan umum. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Memperhatikan kilas balik sebelum reformasi, pemilihan Presiden tidak dilakukan secara 

langsung oleh rakyat. UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen menetapkan bahwa Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun jika melihat dari 

pemilihan Presiden pertama kali yang terjadi di Indonesia ialah proses di mana Presiden Soekarno 

dapat terpilih atas jabatannya melalui sidang rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(Selanjutnya disebut PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan sidang yang dimaksud adalah 

ketika PPKI mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, dan pada peristiwa 

saat itulah momentum Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden dan dilanjutkan dengan Drs. Mohammad 

Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. PPKI mengatakan alasan utama 

terpilihnya Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia dikarenakan beliau merupakan Tokoh 

Utama Pergerakan Nasional dan seseorang yang dianggap mampu mempersatukan berbagai golongan, 

bahkan jika melihat posisi Presiden Soekarno pada saat itu merupakan seorang tokoh yang 

memproklamasikan kemerdekaan bersama-sama dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil 

Presiden. Dalam penerapan Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan 

bahwa” Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala 

kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.” Artinya pada masa 

awal berlakunya UUD NRI Tahun 1945 setelah proklamasi dan sebelum lembaga-lembaga negara 

yang disebut dalam konstitusi terbentuk secara resmi, Presiden menjalankan kekuasaan legislatif, 

eksekutif, sekaligus dibantu Komite Nasional Indonesia Pusat (Selanjutnya disebut KNIP) sebagai 

pengganti sementara dari DPR maupun MPR. Pada masa ini Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 

5 Juli 1959 dimana isi dari Dekrit tersebut adalah berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang 

penerapannya sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yaitu Presiden sebagai 

tokoh yang memiliki hak dan wewenang tertinggi, secara tidak langsung maksud daripada konteks ini 

mengatakan bahwa pada masa itu PPKI sebagai lembaga representasi yang berhak menetapkan posisi 

suatu pemimpin negara. 

Memasuki masa orde lama yang merupakan masa setelah Dekrit 5 Juli 1959. Kala itu adalah 

ketika pemilihan Presiden Indonesia sudah dilakukan dan ditetapkan oleh MPR selaku pemegang 
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lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini rakyat Indonesia belum atau tidak memiliki kesempatan 

untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih oleh MPR. 

Kemudian sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan sejak amandemen UUD NRI Tahun 

1945, bermula dari tahun 1999 yang merupakan amandemen pertama kemudian berlanjut pada tahun 

2000, 2001, hingga 2002 ialah bentuk daripada amandemen terakhir. Dalam perubahan amandemen 

yang terjadi berulang ini juga dilakukannya pembahasan daripada bagian suatu proses pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang diubah menetapkan 

bahwa rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu langsung. Namun, perangkat 

hukum yang lebih rinci diperlukan untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum beberapa kali mengalami perubahan, dan yang akhirnya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terbaru dan paling 

menyeluruh yang mengatur mekanisme pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden. Para pihak DPR bersamaan dengan Presiden beranggapan bahwa jika syarat batas usia 

seorang calon dicantumkan dan tertera di dalam aturan UUD NRI Tahun 1945 berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena konstitusi sebagai norma dasar seharusnya 

memiliki karakter adaptif yang mampu mengikuti dinamika dan regenerasi zaman. Sehingga memuat 
ketentuan yang terlalu bersifat teknis justru berisiko menghambat fleksibilitas sistem ketatanegaraan 

di Indonesia, di sisi lain perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan terlalu sering demi 

menyesuaikan ketentuan-ketentuan teknis tersebut berpotensi menurunkan kewibawaan konstitusi dan 

menimbulkan persepsi publik yang menyatakan bahwa norma fundamental negara dapat diubah 

secara mudah. Dengan munculnya berbagai macam spekulasi masyarakat luas memicu tanggapan 

bahwa tindakan tersebut mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusional itu sendiri. 

Berbicara tentang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum tidak dapat dilepaskan dari peran dan wewenang pembentuk undang-undang. Dalam hal ini 

lembaga legislatif bekerja sama dengan Presiden dalam proses membentuk dan mengesahkannya. 

DPR yang diberikan wewenang secara konstitusional oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai perwakilan 

kedaulatan rakyat untuk menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang yang mengikat 

secara umum termasuk peraturan yang secara khusus menerangkan terkait pencalonan Presiden dan 

Wakil Presiden. Pada dasarnya wewenang lembaga legislatif tersebut merupakan jenis kebijakan 

hukum terbuka atau yang kita kenal dengan istilah (Open Legal Policy), dalam konteks ini merupakan 

tugas utama dari lembaga pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, pembahasan tentang peraturan 

ini terkait erat dengan legitimasi DPR sebagai lembaga yang ditugaskan oleh rakyat untuk 

menentukan sudut pandang dan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia. 

Menurut Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

calon Presiden dan Wakil Presiden harus paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun. Kenyataan ini 

dibuat berdasarkan asumsi logis bahwa usia empat puluh tahun dianggap sebagai ukuran kematangan 

moral, emosi, dan intelektual seseorang dalam menjalankan tanggung jawab dalam bidang 

kenegaraan. Menurut doktrin ratio legis, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon 

pemimpin nasional memiliki pengalaman dan kedewasaan yang cukup untuk mengelola urusan dalam 

ranah publik. Dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut secara eksplisit membatasi usia peserta 

kontestasi politik. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan normatif dan filosofis tentang 

prinsip hukum dan hak politik atas warga negara di Indonesia. 

Sementara itu, mahendra (2025) yang kita kenal sebagai pakar hukum tata negara berpendapat 

bahwa legislatif memiliki wewenang penuh untuk menetapkan batas usia pejabat publik, termasuk 

Presiden dan Wakil Presiden. Selama tidak ada undang-undang yang melanggar Konstitusi, undang-

undang dapat menetapkan batas usia berdasarkan rasionalitas kebijakan publik dan kematangan 

politik. Oleh karena itu, dianggap bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya 

dengan memasukkan arti substantif baru ke dalam norma kuantitatif. Yusril juga mengatakan bahwa 

usia juga bukan isu konstitusional mengingat berapa saja usia yang ditetapkan asal tidak bertentangan 

terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan catatan dewasa menurut hukum, beliau juga menegaskan 

politik tetap harus berjalan di atas rel hukum dan konstitusi. 
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IV.  KESIMPULAN 
Hasil analisis terkait Pengaturan Batas Usia Calon Wakil Presiden menurut Pasal 169 huruf q 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis menarik kesimpulan bahwa 

penetapan batas usia minimal 40 (empat) puluh tahun bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden 

merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang secara konstitusional diberikan kepada 

DPR dan Presiden selaku lembaga pembentuk undang-undang. Dengan demikian ketentuan ini 

dibentuk bukan maksud untuk membatasi hak politik warga negara, tepatnya pembatasan ini 

dilakukan sebagai langkah pencegahan guna memastikan bahwa proses pemerintahan dijalankan oleh 

pihak-pihak yang bertanggung jawab dan telah mencapai tingkat kematangan usia tertentu, sehingga 

sistem ketatanegaraan dapat bertahan hidup. Menilai dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, syarat 

usia tidak dapat dianggap sebagai batas angka semata. Namun sebaliknya, batas usia harus dipahami 

dalam konteks tujuan konstitusional yang mendukung pemerintahan yang efektif di seluruh negeri. 
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